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BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGD
NOMOR @ 4 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI FASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGRO |
Bahwa dengan telah ditetapkannva Hepukusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 &Entang Ruang
Lingkup dan Jenis—Jenis Retribusi Daer%h Tingkat I
dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi P%sar merupakan
jenis retribusi daerah tingkat I1 ;
Bahwa untuk memungut retribusi Sebagaihana dimaksud
pada huruf a, perlu diatur dengan Peratpran Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1930 tentabg Fembentukan
Daerah-Daerah EKabupaten dalam Lingkuhgan FPropinsi
Jawa Timur 3
Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Fidana {(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209) |
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Etentang Paiak
Dasrah dan Retribusi Daerah (Leﬁbaran Negara
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lémbaran Megara
Nomor 3&683%) 3
Undang-Undang Nomor Fat Tahun 1999 tentang
Femerintahan Daerah (Lembaran Negars Tahun 1999
Nomor &0 )} 3 E

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun | 1983  tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negarj Tahun 1983
L

Momor 34, Tambahan Lembaran Megara Nom 3258)

Peraturan Femerintah Nomor 20 Tahun | 1997 tentang
Retribusi Daerah {Lembaran Negara | Tahun 1997

Momor 53, Tambahan Lembaran Negara Nnmqr 3672) 3

e it it
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7. Keputusan Presiden Republik Indnnesﬁa Nomor £4
Tahun 1999 tentang Teknik Penyusun%n Peraturan
FPerundang—-Undangan dan Bentuk Rancaﬁgan Undang—
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,gdan Rancangan
Keputusan Presiden j; ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2& Tahun 17846
tentang Ketentuan Umum Mengenai PenEidik Pegawai

Megeri EGipil di Lingkungan Pemerintah Daerah o

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ﬁ Tahun 1797
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ei Lingkungan
Femerintah Daerahs

7. Eeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutgn Retribusi
Daerah ;3

i0. Keputusan HMenteri Dalam MNegeri Nomor fl? Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis—Jenis Retribusi

Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan persstujuan ‘
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRDBD#INEEG

MEMUTUSEKAN

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN PR@BDL#NE&D TENTANG
RETRIBUSI PASAR. !
EAB I |
KETENTUAN UMUM |
Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan |

B a
b.
C.

d.

Daerah, adalah Kabupaten Frobolinggo ; E

Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Prnh&linggu 5
Eepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ; ‘

Peiabat, adalah pegawai vyang diberi tugas ter*entu dibidang
retribusi dasrah sesuai dengan peraturan peréndang—undaﬂgan
vang berlaku s i

Dinas Fengelclaan FPasar Daerah, adalah Dinas FPengelolaan Pasar
Dasrah Kabupaten Probolinggo s i

Pasar, adalah tempat vang diberi batas tertentu da$ terdiri atas
halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau :ius dan bentuk
lainnya vang dikelola ocleh Pemerintah Daerah dan khIsus disediakan
untuk pedagang |
Fasar Daerah, adalah pasar polowijo, pasar buah,. pasar sayur,

pasar hewan vang dikuasai oleh Pemerintah Daerah :
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Lingkungan Fasar Daerah,. adalah tempat berjualan ataF tempat lain
di lingkungan pasar vang beradius Z00 meter 3

Fedagang, adalah mereka vang menjual-belikan barang dagangan atau
melakukan pekerjaan atau usaha dengan mengambil tJmpat tertentu

dan atau di dalam lingkungan pasar 3

'Los, adalah bangunan tetap didalam lingkungan pisar berbentuk

bangunan memanjiang tanpa dilengkapi dinding 3
Kips/Hedak, adalah bangunan di pasar yvang beratap 4an dipisahkan
satu dengan vang lainnya dengan dinding pemisah mul#i dari lantai
sampal dengan langit-langit vang dipergunakan é untuk usaha
berjualan 3 i ‘

Halaman Pasar, adalah bagian pasar vang tidaki beratap vang
dipergunakan untuk menjual-belikan barang dagangan %tau melakukan
pekerjaan atau usaha ;

Hari, adalah waktu diantara dibuka dan ditutupnva pésar s
Langganan, adalah pedagang vang mempergunakan te#pat di dalam
pasar vang membayar terlebih dahulu guna pem$kaian tempat
berdagang untuk dalam jangka waktu 1 {(satu) bulan; atau Jangka
waktu F {(tiga} bulan untuk pemakai kios/toko/bedakflos dan lain-—
lain ;

Ternak Besar, adalah lembu, kerbau dan kuda :

Ternak kecil, adalah kambing dan atau domba :
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa y%ng disediakan
atau diberikan cleh Pemerintah DPaerah untuk tujuan ‘Epentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang| pribadi atau
badan 3 ' i

Retribusi pasar yang selanjutnya dapat disebut ret*ibusi, adalah
pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisinnal!sederhana
vang besrupa halaman/pelataran, los dan atau kios }yang dikelola
Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pédagang, tidak
termasuk yang dikelola ocleh Perusahaan Daerah (FD) ﬁasar ;

Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan i vang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi daerah diﬁajibkan untuk
melakukan pembavaran retribusi dasrah H
Masa Retribusi, adalah jangka wakitu tertentu vang mgrupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasa pelavanan
fasilitas pasar ;
Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah vang Selgnjutnya dapat

disingkat SPdORD, adalah surat vyang digunakan‘ oleh waiib

retribusi  untuk melaporkan cbyek retribusi dan wﬁjib retribusi
sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusifyang terutang

menurut peraturan perundang-undangan retribusi daer%h 3

|
|
|
|
|



v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yvang selanjutnva dahat disingkat
SERD, adalah surat keputusan vang mensntukan besarnyas  Jjumlah
retribusi vang terutang

w. Surat ketetapan HRetribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan vang

selanjutnya dapat disingkat SERDEKRT. adalah surat keputusan vang

menentukan tambahan atas jumlah retribusi vang telaj ditetapkan ;
g

¥. Burat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bavar va

dapat disingkat SKERDLE, adalah surat keputusan yéng menentukan

selanjutnya

Jumlah kelebihan pembayaran retribusi  karena Jjumlah kredit
retribusi lebih besar daripada retribusi yvang terutang atau  tidak
seharusnya terutang 3
¥. Burat Tagihan Retribusi Daerah vang selanjutnya dapat disingkat

STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau

sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
z. Surat Keputusan Keberatan, adalah surat keputu=zan %tas keberatan
terhadap SEKRD, SKRDKET, GSERDLE atau terhadap pgmntcngan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang disjukan oleh wajib retribusi ;
aa. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha vang mEli%uti perseraan
terbatas, perserocan komanditer, perseroan lainnya; badan usaha
milik negara atau daerah dengan nama dan b%ntuk Spapun,
persekutuan, perkumpulan, fTirma, kongsi, koperasii vayvasan atau
organisasi vang sejenis, lembaga dana pensiun, ben%uk usaha tetap
serta bentuk badan usaha lainnva 3
bb. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ﬂierah, adalah
serangkaian tindakan vang dilakukan oleh Penvidik ;

Sipil vang selaniutnva dapat disebut Penvidik untu# mencari serta

egawai Negeri

mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang!tindak pidana

dibidang retribusi dasrah vyang terjadi serta menemubkan
tersangkanvya. T
BARBR II |
MAMA, OBYEE DAN SUBYEK RETRIBUSI }

Fasal 2 ?

penvediaan fasilitas pasar berupa halaman/lingkungan

Dengan nama Relribusi Pasar dipungut retribusi tas pelayanan
asar,. los dan

atau kios/toko/bedak vang dikelola ocleh Femerintah Dae‘ah dan khusus

disediakan untuk - pedagang.

Fasal 3

{1} Obvek retribusi adalah pelavanan penvyediaan f%Eilitas pasar
berupa halaman/lingkungan pasar, los dan atau FiﬂE/tDkD/bEdak
vang khusus disediakan untuk berdagang ;3 f

{2} Tidak termasuk obyek reiribusi adalah pelayan‘n penvediaan
fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola nlgh pihak swasta

maupun FPerusahaan Daerah dan Desa.
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Pasal 4 !

Subyek retribusi adalah orang pribadi atsu badan yaﬁg menggunakan

pelayanan penyediaan fasilitas pasar untuk berdagang.

BAB III |
BOLONBAN RETRIBUSI ;'
Pasal & ‘

Retribusi pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa UmuT.

BEAEB IV .
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNMAAN JASA !
Fasal & |

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan

kelas pasar yvang digunakan.

EAEB V
PRINGIF DANM SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

{1} Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tesarnya tarif

{1}

retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya enyelenggaraan

penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan m%mpertimbangkan
kemampuan masvarakat dan aspek keadilan g f

Biava sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m%liputi biava
penyvusutan, biava bunga pinjaman, biava DpéraEiDnal dan

pemeliharaan.

BARB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIEBUSI
FPasal 8
Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang
terdiri atas halaman/lingkungan pasar, lot dan atau
kins/toko/bedak,; luas lokasi, dan jangka waktu pemEkaian 5

fokasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) diFunakan untuk
menantukan kelas pasar ; ‘

Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) dktetapkan oleh
Bupati :

Hari, jam buka, dan tutupnva pasar yang ada menuruﬁ lazimnya yang

berlaku bagi masing—masing pasar ditetapkan oleh Bupati :

Selama pemakaian kios/toko/bedak, para pedagang rajib memiliki
bukti vang sah bahwa ia mempunyai izin pemakaian |kios/toko/bedak
atau kartu los bagi pemakai los yang ditetapkan oleh

Bupati ;




(&}

(7}

(1}

(1}

(2}

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berirut :

a.l. PASAR POLOWIIO =

LOKASI JENIS BANGUNAN TARIF WAKTU
Pazar kelas I Kios/toko/bedak Rp. BO,— per M2 || per hari
tos Rp. 70,— per M2 per hari
Halaman/pelataran [Rp. &0,— per M2 || per hari

Penjaia Rp. 100.- i per hari

Pasar kelas II |Kios/toko/bedak Rp. 70,— per M2 per hari
Los Rp. 680,— per M2 | per hari
Halaman/pelataran |Rp. 55,.— per M2 || per hari

Penjaia Rp. 100,- per hari

Pasar kelas I11Kios/toko/bedak Fp. &0,— per M2 || per hari
Los Rp. 55, per M2 per hari
Halaman/pelataran [Rp. 20,— per M2 per hari

Fenizaia Rp. 100.- |{ per hari

3

2. Klasifikasi kelas pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a

sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan daerah ini.

b. PAGAR HEWAN :-

- Untuk ternak besar sebesar Rp. 2.300,-

— Untuk ternak kecil sebesar Rp. 1.000,- ‘
Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Tyat {5} vang
berkepentingan wajib membayar biaya administrasi :|
a&. Bagi pemakai kios/toko/bedak sebesar Rp. lﬂnGDO:“ per tahun ;3
b. Bagi pemakal los/tokos/bedak ssebesar Rp. S.OOO,—;per tahun.

|

Pasal 9 §

Bagi pedagang s=lain sebagaimana dimaksud da*am Pasal a,

berjualan dilingkungan pasar atau ditempat I:in dikenakan
retribusi T

Pelaksanaan pemungutan dan besarnva retribusi sebagaimana

dimaksud pada avat (1) pasal ini ditetapkan 75 %| {(tujuh puluh

lima persen} dari tarif sebagaimana dimaksud %alam Fasal 8
ayat (&} Peraturan Daerah ini {

Fasar vang dibuka pada pagi, siang, sore atau malFm hari tetap

Fasal 10 ;

Setiap pembavaran retribusi sebagaimana dimaksud Falam Fasal 8

dikenakan retribusi harian.

diberikan karcis vang telah diporporasi sebagai bukti pembayaran;
Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis sgrta tata cara

pengadaannya ditetapkan oleh Bupati.




(1}

(4}

(1}

BEAaAB VII
EETENTUAN LANGGANAN
Fasal 11

Guna pemakaian kios/toko/bedak, los sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 8 para pedagang diperbolehkan mengajukan perJintaan menjadi
langganan dengan mengajukan permchonan kepada Bupatg H

Fara langganan dapat diberi potongan pembayaran setinggi-
tingginvya 20 % {dua puluh persen} dari uang }Etribusi vang
berlaku dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 5
{lima} pada bulan berikutnva ;
Bilamana seorang langganan selama 3 (tiga) bulan tidak membavar
abunemen sebagaimana dimaksud pada avat (2} |Bupati dapat
menghentikan pedagang tersebut sebagai langganan j
Para langganan tidak diperbolehkan menverahkan atau menvewakan

kios/toko/bedak dan los vang meniadi haknysa kepadalnrang lain.

BEAEB VIII
BAMNGUNAM SENDIRI

' Fasal 12
Pedagang vang ingin membangun sendiri kios/tokosbedak atau los
didalam pasar dengan biava sendiri baik berupa bangunan permanen
maupun seml permanen harus mendapat izin terlebih dahulu dari

Bupati j

Bangunan sebagaimana tersebut pada ayvat (1) setélah S (lima}
tahun menjadi milik Femerintah Daerah : 1

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada éyat {1} wvang
berkepentingan diharuskan membayar retribusi dahul& untuk lamanva

1 {(satu}) tahun.

BEAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Fasal 13

Retribusi vang terutang dipungut di wilavah daerah tempat penyediaan

pelavanan fasilitas pasar diberikan.

(1)
(2}

BEag X
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 14
Wajiib retribusi wajib mengisi SPAORD ;
SFPAORD sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus diisi  dengan

ielas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib

retribusi atau kuasanya j
Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan menyampaikan SPAORD

sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan oleh Bupati.

|
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BAB XI
FENETAFAN RETHIBUSI
Fasal 15
Berdasarkan SFPdUORD sebagaimana dimaksud pada Pasal| 14 ayat (1)

ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkaF SKRD atau

dokumen lain vang dipersamakan
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukanédata baru dan
atau data yvang semula belum terungkap vang menyebabtan penambahan

HDKBT s

Jjumlah retribusi vang terutang, maka dikeluarkan S5k
Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan S5ERD atau dokumen lain vang
dipersamakan sebagaimana dimsaksud pada ayat (1} dan SERDEKBRT

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BEAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 1&

FPemungutan retribusi tidak dapat diborongkan :
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan,; dan SKRDKRT.

EAaAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Fasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada |waktunya atau

kurang membavar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%

{dua persen)} setiap bulan dari retribusi vang terutang atau kurang

bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(1}

{2}

(3}

BEABR XIV
TatTa CARA PEMBAYARAN
FPasal 18

Fembayaran retribusi vang terutang harus dilunasi Iekaligus 3

Retribusi vyang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 {lima

belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan, SKRDKBET dan STRD
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi

diatur dengan Keputusan Bupati.




(1}

(4}

(&6}

(1)

(2}

BEageg xv
TATA CARA PENAGIHAN
Fasal 1%

Retribusi terutang berdasarkan S5KRD atau dokumen lain v ang
dipersamakan, SERDKBT, STRD,. dan Surat Keputusan :beratan vang
menysbabkan Jjumlah retribusi yang harus dibavyar bjﬁtambah, vang
tidak atau kurang dibavar ocleh Bajib Retribusi fdapat ditagih
melalui Badan Urusan Fiutang dan Lelang Negara (BUjLN) H

Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piuta

g dan Lelang
Megara (BUPLNY dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang—

undangan vang berlaku.

BEaAaRBR XVI
KEEBERATAN

FPasal 20
Waiib Retribusi dapat mengajukan keberatan harnya |kepada kKepala
Daerah atau peiabat vang ditunjuk atas SKRD'ataui dokumen lain
vang dipersamakan, SKERDEBT. dan SKRDLE ;
Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan.

disertai alasan—alasan yang jelas ;

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikaniketidakbenaran
ketetapan retribusi tersebut.

Fsheratan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 {dua)
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain  vang| dipersamakan,
SKRDKBT dan SERDLEB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi
tertentu dapat menunijukkan bahwa jangka waktu itﬁ tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannva
Keheratan vang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada avat (2) dan {(3) tidak dianggap sebagai surat keberatan,
sehingga tidak dipertimbangkan ; .
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membhyar retribusi

dan pelaksanaan penagihan retribusi.

FPasal 21

Bupati dalam jangka waktu paling lama & (=nam bulan sejak

)
tanggal surat keberatan diterima harus memberi !Eputusan atas
keberatan yang diajukan ;

atau sebagian, menoclak, atau menambah besarnya etribusi vang

Eeputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerFma keseluruhan
terutang 3 f

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

lewat - dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan

|
|
\
|
|
|

vang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
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(&)

{1}
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{1}

BEAEB XVII
FENGEMBAL IAN KELEEBIHAN FPEMBAYARAN
Pasal 222
Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib ret

mengajukan permchonan pengembalian kepada Bupati ; |

-]

diterimanya permohonan kelebihan pembavaran retribu

Bupati dalam jangka wakitu paling lama {enam)

dimaksud pada avat (1}, harus memberikan keputusan

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ay

dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu kesputus
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulk
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
Apabila wajib retribusi mempunvai uwutang retrib
kelebihan pembavaran retribusi sebagiamana dimsksud
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih |
retribusi tersebut '
Fengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagai
pada ayvat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling.

bulan sejak diterbitkan SKRDLE 3

ribusi dapat

bulan sejak

=i sebagaimana

5

at {2) telah
an . permchonan
an dan SKERDLRE

{satu} bulan ;:
usi lainnva,
pada avat (1}

dahulu wutang

mana dimaksud
{dua}

2

lama

Apabila pengembalian pembavyaran retribusi dilakukan
{(dua} bulan, membT
% f(dua atas |

pembavaran kelebihan retribusi.

s
-

jangka waktu Fepala Daerah

2

bunga sehesar parsen) ssbulan

Pasal 23
FPermohonan pengembalian kelebihan pembayaran retrl
secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang—kuran
kan =
a. Mama dan alamat waiib retribusi g
b. Masa retribusi
c.

d.

Besarnva kelebihan pembavaran
Alasan vang singkat dan jelas ;
Permchonan pengembalian kelebihan pembayar
disampaikan secara langsung atau melalui pos terca
Bukti penerimaan oleh Peiabat Daerah atau bukti

tercatat merupakan bukti saat peramchonan diterima

24

retribusi dilakukan

Facsal

Pengembalian kelsbihan

Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi :

Apabila kelebihan pembayvaran retribusi diperhiﬁ

retribusi lainnya, Eebégaimana dimaksud da

(4),

utang

pemin

ayvat oembavaran dilakukan dengan cara

an
tat 3

pengiriman

dengan

setelah lswat

rikan imbalan

keterlambatan

busi diajukan

gnya menyebut-—

retribusi

pos

oleh Bupati.

menerbitkan

dengan
20

dan

ungkan
lam Fasal

dahbukuan

bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukts pﬁmbayaran.

|

|
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L1}

(2}

BEAaB XVIII
PENGURANGAN, KERIMGANAN DAN
FEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25 5

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan d#n pembebasan
retribusi |
Fengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan
waijiib retribusi ; [
Tata cara pengurangan,; keringanan dan pembeba#an retribusi

ditetapkan oleh Bupati.

BABR XIX
KEDAL LIWARSA PENAGIHAN

Pasal 24
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluywarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnva retribusi, kecuali apabila waiib retribusi melakukan
tindak pidana di bidang retribusi
Fedaluwarsa penagihan retribusi csesbhagaimana dimakzsud pada

ayvat (1) tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
b. Ada pengakuan wutang retribusi dari wajib retribusi  baik

langsung maupun tidak langsung.

EAaEB XX |
KEWAJIBAN DAN LARANGAN }
Pasal 27 ’

Setiap pedagang vang memakai tempat berjualan di| Fasar Daerah

diwajibkan untuk : '

&. Memelihara kebersihan dengan m@menyediakan tempat sampah,
memelihara kerapian dan keamanan tempat berjualan, barang
dagangan maupun perlengkapannvya sesﬁai dengan ketentuan vang
berlaku serta menunjang kegiatan pemeliharaan kgsehatan -

b. Menjaga ketertiban dan tidak mengganggu keluar masuknya orang

atau barang di Pasar Daerah ;
c. HMemenuhi pembayaran retribusi sesuai dengan %Etentuan yang
berlaku 3
d. Mencegah timbulnya bahava kebakaran.
Bagi pedagang atau siapapun di dalam Pasar Daerah, dilarang :
a. Berjualan dijalan masuk dan keluar atau jalan | penghubung di

dalam Fasar Daerah 3




Berjualan atau menggunakan tempat pemherh%ntian segala

kendaraan selain dari tempat vang telah disedijkan untuk  itu

atau vang menjadi haknya .

Memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam

FPasar Dasrah, memasukkan sepeda motor, sepeda, jecak {kecuali
k

petugas}, dan ternak {kecuali pasar hewan} dalam Pasar

Daerah 3 _ i

Mengadakan keg;atan meminiamkan uang dengan bunJa untuk maksud
menarik keuntungan, baik vang dilakukan cleh swasta maupun
FPemerintah tanpa seizin Bupati ;

Mempergunakan tempat di dalam Pasar Daerah untdk tidur atau
menginap, tanpa seizin Bupati
Dilarang minum—minuman keras atau main judi di dalam Pasar
Daerah 3
Memasukkan atau mengeluarkan barang ke dalam| Pasar Daerah
tanpa melalui jalan atau pintu Pasar Daerah 3
Melakukan suatu perbuatan di dalam Fasar Daerah | vang sifatnva
dapat mengganggu ketertiban umum 3
Menimbun atau menyimpan suatu barang dalam FPasar Daerah lebih
dari 1 (satu) ton, kecuali seizin Bupati :
Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada

tempat vang semestinya bukan untuk itu

Memperdagangkan barang—barang didalam Pasar Daerah yang mudah
menimbulkan kebakaran dan meledak serta daﬁai membahayakan
keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa sekzin Bupati g
Menyalakan atau mempergunakan api di dalam Pasﬁr Dasrah vyang
dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran i !

Berjualan di luar lokasi Pasar Daerah dalam jarak 300 {(tiga
ratus) meter dari batas pagar Fasar Daerah, kecuali di  tempat
penjualan tetap yang telah mendapat izin dari Bupati ;

Memakai tempat di dalam FPasar Daerah melebihi d%ri batas areal
yvang telah ditetapkan 3 f

Menempatkan barang dagangan, kendaraan, bin%tang muatan/
tunggangan, ternak besar/kecil vang dipergu;akan, barang
bangunan atau barang vang banyak memakai | tempat serta
melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka
atau sesudah pasar ditutup kecuali ada izin darni Pejabat atau
Fetugas Pasar Daerah 3
Menclak petunjuk petugas/pejiabat Pasar Daerah demi ketertiban

dan kerapian dalam pasar.
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BARBR XXI
KETENTUAN PIDANA

Fasal 28
Wajib retribusi vang tidak melaksanakan kewajiban | dan larangan
sehingga merugikan Pemerintah Dasrah diancam pidana kurungan
paling lama & {enam} bulan atau denda paling banvak 4 (empat)
kali jumlah retribusi vang terutang : |
Tindak pidana vang dimaksud pada avat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
PENYIDIEKAN

FPasal 29

Feiabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di linghungan Femerintah

Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik unﬁuk malakukan

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daera sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 'Entang Hukum

Acara Fidana 3 T

Hewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (li adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keierangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bid#ng retribusi
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut meﬁjadi iengkap
dan jelas i {

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mjngenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerahltersebut 3

£. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang |pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di  bidang retribusi
Daesrah :

d. Memeriksa buku—bqku, catatan—catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribugi daerah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen—dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebul g

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaklsanaan tugas

nyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerpah

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang | meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa
sehagaimana dimaksud pada hurut e 3

h. Hemotret seseorang yang berkaitan dengan tipdak pidana
retribusi daesrah :

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dpn diperiksa
sebagai tersangka atau saksi

ji. Menghentikan penvidikan j;




k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelanca

. 1
tindak pidana di bidang retribusi'éaerah menury

e
e

dapat dipertanggungjawabkan.

(3} Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1)

ran penyidikan

t hukum vang

memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-—

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidang.

BEAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka

Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 3 Tahun

Pasar—Pasar Daerah vyang telah disahkan dengan
Kepala

Tahun

Peraturan

Keputusan
Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Juli 1995 Nomor
1993 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1II

Daerah
1993 tentang
Gubarnur
332/P

FProbo—

- linggo Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Fasar—-Pasar Hewan Yang

Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Probolinggo vang

disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

tanggal 4 Januari 1994 Nomor 1/FP Tahun 1994 dinyatakan

tidak berlaku lagi.

Pasal 31

dicabut dan

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d

Dasrah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di

/¢¢- Pada tanggal/Z24

BUFA FRO

- Yes

MURH

Diundangkan  dalam  Lembaran  Daersh  Kab upater

ok M 2000 Nomor: é . Seri ﬁ@_

tanggal

kan.

memerintahkan

alam Lembaran

Frobolinggo
Pebruari 2000
BOL INGGO

i

ADI

Probolinggo

An. BUPATI PROBOLINGGO
Sekregaris Dagrah

L

MUHADI SUYONO, SH

Pembina Utama
NIP. 510 040

Muda
416




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABRUFATEN FPROBDL INGGO

NOMOR H 4 TAHUN 2000
TANGGAL : 24| Februari 2000

KLASIFIKASI PASAR FOLOWIJO |
KARUPATEN PROBOL INGEO ‘

|

MO NAMA PASAR EELAS %ﬁSAR
1 11 111
i Fasar Leces X - -
2 Fasar Banvuanvar 7= X =
3 Fasar Maron = ¥ ==
) Fasar Semampir -~ X\ -
3 Fasar Dringu - b4 £
& Pasar Lumbang = - X
7 Pasar Senin - ~‘ X
8 FPasar Bantaran . = X
9 Fasar Wangkal = = X
ig Pasar Tiris = = X
i1 FPasar Klenang - —‘ 4
12 Pasar Kotaanvar - - | X
1= Fasar Faiton = -] X
ig Fasar Patalan - - { ¥
is Fasar Besuk - - X
i6 Pasar Krucil - - X
i7 Pasar Sebaung = e X
ig Pasar Muneng = = X
i9 Fasar EBaveman o = X
20 Pasar Condong =% - X
s | FPasar FPajarakan = = X
22 FPasar Sumber - - X
23 Fasar Sukapura - X -
24 Fasar Gending - = ‘ X
25 Fasar Bawang = = X
24 Fasar Sumberbulu e - ! 4
27 Fasar EKraksaan wetan = = } X
28 Pasar Fakuniran = ] X
29 Fasar Tambakrejo - = i X
30 FPasar Blado Kulon - - | X
31 Fasar Sumberlele — -~ X
32 Fasar Ambulu — - X
33 Fasar Kertosuko - - X
34 Fasar Pertokoan = = X
JUMLAH i 5 28

/‘w BUPATT PROBOL INGGO

s

MURH®BADI




I.

II.

PENJELASAN UMUM
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO |
NOMOR 4 TAHUN 2000 '
TENTANG
RETRIBUSI PASAR

PENJEL ASAN UMUM =

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan

Momor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Feraturan Femerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Ret

zserta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun

Fetribusi

Undang-lndang
Baerah,
ribusi Daerah
12798 tentang

Ruang Lingkup dan Jenis—Jenis Retribusi Daerah Ti

nokat I dan

Daerah Tingkat II ,; maka dalam rangka lehih memantgpkan Otonomi

Daerah vang luas, nyata dan bertanggungiawab

diamanatkan 22

oleh Undang-indang Nomor Tahun

Femerintahan Daerah, pelaksanaan Femerintahan

memerlukan dari
{PAD)

ditetapkan Retribusi Pasar

Daerah biava vyang bersumber

Daerah khususnya yang bersumber dari Retrib
periu Kabupaten

Feraturan Daesrah.

PENJEL AGAN PATSAL DEMI FASAL :

Fasal 1 huruf h

dan

Peqdapatan
L

Frobol

sebagaimana
1922 tentang
FPembangunan
Asli
=i Dasrah .

inggo dengan

Yang dimaksud dengan radius 200 meter

adalah

dari tengah—tengah {as}
FPasal 1 s/d Pasal iS5
Fasal i& avat (1)

Cukup ielas

Yang dimaksud dengan

diborongkan

lingkungan pasar|vang diukur

REI[F =

Lidak dapat

adalah ba*wa, seluruh

proses kegiatan pemungut#n retribusi

tidak dapat diserahkan kepada pihak

ketiga. Namun dalam pengertian ini

bukan berarti bahwa FPemerintah Daerah

tidak boleh bekeria ama dengan

badan—badan tertentu vang karena

profesionalicme iayak dipercaya untuk
ikut melaksanakan sebagian
yang

dengan

tugas

pemungutan retribusi, tidak

dapat dikeriasamakan pihak

ketiga adalah kegiatan |penghitungan

besarnva retribusi vang terutang,

pengawasan, penvetoran retribusi dan

penagihan retribusi.




Fasal
Fasal
Fasal

Fasal

Fasal

146
17
27
27

28

avat (2}
s/d Fasal Z&
ayat (1}
avat (2)

s/d FPasal 32

LL}

e

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan |
adalah orang pribadi,
pihak—pihak vang mempun
an didalam pasar.

Cukup jelas.

kata siapapun
kelompok atau

ai kepenting-

—

N



